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MOTTO :  

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh 

jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 

Mengetahaui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

 
       (Q.S Al Baqarah : 216) 
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ABSTRAK 

 

PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM 

PERKAWINAN YANG SAH DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 

23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAAN DALAM 

RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM 

 

OLEH  

DWI OCTARA 

 

Kekerasaan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga dimana 

posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasaan pada istrinya untuk 

melakukan hubungan seksual pada saat istri menghendaki melakukan hubungan 

seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai istri. Yang akan 

mengakibatkan penderitaan secara fisik, sksual, psikis faktor meningkatnya 

kekerasan seksual oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarnakan masih 

kentalnya budaya patriarki pada pola pikir masyarakat lainnya. 

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip 

kesetaraan patnership (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual 

suami istri tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya keluarga sakinah 

mawaddah dan rahmah, maka segala perbuatan yang menimbulkan akibat 

mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhadap istri, jika ditinjau lebih 

dalam dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah yang dimaksud perbuatan 

pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 huruf a 

Undang-Undang No 23 tahun 2004 dan bagaimana pandangan hukum islam 

terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri 

Metode penilitian yang penulis lakukan ialah melalui study kepustkaan 

(library research) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis 

baik berbentuk undang-undang,kitab-kitab fiqh maupun sumber tertulis lainnya 

penelitian pendekatan yang dipilih adalah yuridis-normatif penelitian ini 

menggunakan analisis kompratif yaitu dengan membandingkan antara pandangan 

hukum islam dengan perspektif UU no 23 tahun 2004 tentang Pengapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT  

Kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini adalah bahwa menurut 

pandangan hukum islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan 

seksual terhadap istrinya,  dala hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci haid 

serta sesuai dengan tujuan perkawinan, apabila istri menolak melakukan 

hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap nuzyus karena tidak 

mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, 

berbeda dengab UU no 23 Tahun 2004 menurut undang-undang tersebut, seorang 

istri boleh melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan 

hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang 

sama dengan suaminya dalam rumah tangga. 

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Kekerasan, Tindak Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang. 

Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarchal dan kondisi faktual 

ini tidak dapat dihindari, seperti juga di negara-negara lain didunia. Patriarchal 

sebagai suatu struktur komunitas, bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, 

dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan 

tergambar, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. 

Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh 

wanita lebih rendah dari upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri 

dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam 

posisi sub-ordinat dibandingkan dengan pria. 

Kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat 

suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat.akhir-akhir ini, bahkan 

juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.
1
 

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus 

bagi perempuan dimanapun di dunia.Akan tetapi harus diingat, bahwa kedudukan 

perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, 

membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, 

rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi 

dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia 

tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.Bukan itu saja, karena jika 

                                                 
1
Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, 

,Bandung, Alumni hlm 78 
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dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami 

oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada 

kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialam laki-laki. 

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok 

masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan 

terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila 

yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa 

perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. 

M. Leter mengatakan: “Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab 

qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci 

(sakral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan 

tujuan membentuk keluarga dengan memakmurkan bumi Allah SWT yang luas 

ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani 

dan rohani, jelasnya nasab seseorang”.
2
 

Pendapat di atas menunjukkan, bahwa perkawinan merupakan sunatullah 

berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta untuk 

memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. 

Perkawinan disebut “nikah”, yang berarti melakukan suatu akad atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela 

                                                 
2
,M. Leter, 1985, Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Padang, 

Angkasa Raya, hlm 7 
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dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, 

yang diridhai oleh Allah SWT.
3
 

 Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut 

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah “pernikahan, yaitu akad nikah 

yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidham untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.Manusia melakukan perkawinan untuk 

mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami 

istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal..
4
 

Ayat tersebut dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah mempunyai arti 

antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang dan 

tenteram. Hal ini menyebutkan, bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana 

atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat 

menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini 

perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, 

saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan Al-Quran 

dengan bahasa bainakum atau dengan kata lain satu sama lain yang tentu saja 

menunjukkan, bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu 

                                                 
3
Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 

Yogyakarta Liberty, hlm 15 

 
4
Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, 

Sinergi Pustaka Indonesia, hlm 22 
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pihak, yakni suami istri. Sebagai konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling 

menyakiti dan menghianati. 

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih 

yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, 

membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan 

kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama 

mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku 

tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya 

terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan 

perempuan. 

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai 

persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk 

mengatasi kekerasan suaminya.Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari 

sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan 

istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan.Dalam 

keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah 

kekuasaan suami.Istri berkewajiban menjaga harmoni keluarga.Ironisnya, ini tidak 

diletakkan dalam kewajiban yang setara. 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan, bahwa tindak kekerasan secara 

fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering 

terjadi.Lembaga keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi 

individu ternyata justeru menjadi ancaman bagi keselamatan bagi dirinya sendiri. 

Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam 
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keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini sering disebut 

Undang-Undang PKDRT diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau 

ketidakadilan jender dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan 

pihak lain. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 selanjutnya disingkat UU 

PKDRT dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil di dalam menanggulangi 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Secara umum sumber hukum itu ada dua macam, yaitu sumber hukum 

formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum 

dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara 

formal.Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya 

peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, 

sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi 

suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.
5
 

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 

tersubordinasi sangat diperlukan sekarang ini, khususnya bagi perempuan, 

menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, 

terutama kekerasan dalam rumah tangga.
6
 

Pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT yang diharapkan dapat 

menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para 

korbannya. 

                                                 
5
Yulies Tiena masrani, 2004, Penghantar Hukum Indonesia, Jakarta, hlm13 

6
Moerati Hadianti Soeroso, 2010, Kekerasaan dalam rumah Tangga, Jakarta hlm 178 
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Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa: ”Kekerasan dalam rumah 

tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga”. 

ketentuan Pasal 8 huruf a UU PKDRT disebutkan, bahwa:“Kekerasan 

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:  

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu”. 

Menyikapi tentang isi Pasal 8 huruf a tersebut, sebagian orang 

mengartikan, bahwa larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku 

juga bagi pasangan suami istri. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk 

berhubungan seksual dengan istrinya, apabila istrinya tersebut melakukan 

penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan 

seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara 

atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, 

suami atau istri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan 

kebiasaan masyarakat yang baik, karena perbuatan ini tidak sesuai dengan hati 

nurani manusia. 
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 Hal ini nampak dalam praktek masih sering terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) seperti yang dilansir oleh Komisi Perempuan dalam catatan 

tahunan, bahwa pada tahun 2016 kekerasan terhadap perempuan dalam ranah 

personal tercatat 305.535 kasus berasal dari data Badan Peradilan Agama 

(BADILAG). Sementara dari 16.217 kasus masuk dari lembaga layanan mitra 

Komnas Perempuan. Kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ranah personal 

menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti 

dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus.
7
 

Mencermati permasalahan yang terurai di atas, penulis ingin melihat dan 

menganalisis tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami 

terhadap istrinya dari dua perspektif hukum, yaitu dari perspektif UU PKDRT dan 

Hukum Islam. Untuk itulah, maka penulis memberi judul penelitian ini dengan 

judul: Perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang sah 

dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dalam Pandangan Hukum 

Islam. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dirumuskan 

permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini, yaitu: 

1. Apakah yang di maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual 

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT? 

                                                 
7
Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, 

http://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/, 

http://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan 

seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri? 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang maksud perbuatan 

pemaksaan hubungan seksual dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandangan hukum Islam 

terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami 

terhadap istrinya sendiri.  

D. Kerangka Konseptual. 

Sebagaimana judul penelitian ini, yaitu: “Analisis polemik pemaksaan 

hubungan seksual dalam perkawinan yang sah dari perspektif Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 

Hukum Islam”, maka diperlukan penjelasan dari rangkaian kata dalam judul 

tersebut dengan tujuan agar tidak salah pengertian ataupun pengertian ganda. 

a. Pengertian kata pemaksaan merupakan asal kata paksa, yaitu memaksa 

pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan 

atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau 

intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum 

pemaksaan sebagai kejahatan paksaan.
8
 

b. Pengertian hubungan seksual adalah tindakan senggama yang 

dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga 

                                                 
8
Ibid, hlm. 173 
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merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau 

menggantikan tindakan senggama. 

c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang 

berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman 

perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi 

dalam lingkup rumah tangga.
9
 

d. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang 

terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat 

suatu fenomena.
10

 

E. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.
11

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data skunder. 

a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan. 

                                                 
9
Syukri S, 2004, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri, Yogyakarta Gama Media,, 

hlm 27  
10

Martono Nanang, 2010, Sosiologi Perubahan Sosial, jakarta, Rajawali Pers,hlm 136 
11Soerjono soekanto dkk,2004 penelitian hokum normative (suatu tinjauan singkat), 
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b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum 

seperti : 

1. Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – 

undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan 

lain sebagainya. 

2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya 

rancangan undang – undang republic Indonesia, hasil karya 

tulis (literatur), hasil – hasil penelitian, surat kabar, buku – 

buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang 

berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya 

menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum 

sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia 

dan kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
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a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara 

mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan 

judul. 

b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data perimer dengan cara 

mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang 

berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset 

terhadap instansi terkait yaknik Polresta Palembang. 

5. Analisis Data 

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, 

diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya  mengurai 

data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis 

dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan 

pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut 

dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan 

F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 

4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :Pendahuluan  

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

 



12 

 

 

BAB II :Tinjauan Pustaka  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III: Pembahasan  

Yang berisikan tentang Pemaksaan hubungan seksual oleh suami 

terhadap istrinya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam. 

BAB IV: Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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